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ABSTRACT:

The relocation of Indonesia’s new capital (IKN) to East Kalimantan presents both opportunities and challenges for the
agricultural sector as the foundation of national food security. Agricultural development in this emerging region requires
an integrated approach, as food security depends not only on land availability and production capacity but also on supply
stability, farmers’ access to inputs, and the long-term sustainability of local production systems. This article analyzes
agricultural development strategies in the IKN area and its surrounding regions through a multi-stakeholder perspective
involving government, farmers, academics, and students. Using a descriptive qualitative method, data were obtained from
a multi-stakeholder dialogue forum in Muara Ulu Jawa Village, Samboja District, as well as secondary data from
government documents and academic sources. The findings reveal several key challenges, including limited productive
land due to land conversion, shortages of subsidized fertilizers, insufficient agricultural extension officers, and inadequate
farm road infrastructure. Stakeholders emphasized the need for farmland protection policies, improved fertilizer
distribution, reclamation of former mining sites for new agricultural land, development of irrigation and farm roads,
strengthening GAPOKTAN institutions, and increasing extension personnel. Local leaders also highlighted the urgency for
IKN to achieve localized food self-sufficiency, considering that East Kalimantan currently meets only 30% of its food
needs. Proposed strategies include increasing production, expanding farmland, modemizing agricultural equipment,
stabilizing farm-gate prices, and enhancing farmers’ human resource capacity. Academics and students are expected to
support farmer adaptation through knowledge transfer, field assistance, and applied research. This study concludes that
agricultural development in IKN requires integrated, sustained collaboration among farmers, local governments, the IKN
Authority, and universities to align production needs, input access, farmer welfare, and land protection. Such collaboration
can position IKN’s agriculture as a long-term food security model for Eastem Indonesia.

Keywords: Agricultural Development in IKN, Food Security, Multi-Stakeholder Collaboration, Farmland
Protection, East Kalimantan

ABSTRAK:

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membuka peluang sekaligus tantangan bagi sektor pertanian
sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pembangunan pertanian di kawasan baru ini memerlukan pendekatan
terintegrasi karena ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan lahan dan produksi, tetapi juga stabilitas
pasokan, akses input, dan keberlanjutan jangka panjang. Artikel ini menganalisis strategi pembangunan pertanian di
kawasan IKN dan wilayah penyangganya melalui perspektif multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, petani,
akademisi, dan mahasiswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui forum dialog multi-pihak di Desa
Muara Ulu Jawa, Kecamatan Samboja, serta data sekunder dari dokumen resmi pemerintah dan sumber akademik. Hasil
penelitian menunjukkan tantangan utama berupa keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi, kelangkaan pupuk
bersubsidi, minimnya penyuluh aktif, dan akses jalan pertanian yang terbatas. Stakeholder menekankan perlunya
perlindungan lahan, perbaikan distribusi pupuk, reklamasi lahan eks-tambang, pembangunan irigasi dan jalan usaha tani,
penguatan kelembagaan GAPOKTAN, serta penambahan penyuluh. Pandangan tokoh daerah menegaskan kebutuhan IKN
untuk mandiri pangan dengan suplai lokal, di tengah kemampuan Kalimantan Timur yang baru memenuhi 30% kebutuhan
pangan. Usulan strategi mencakup peningkatan produksi, perluasan lahan, modemisasi alat pertanian, stabilisasi harga,
serta peningkatan kapasitas SDM petani. Akademisi dan mahasiswa diharapkan berperan dalam pendampingan, transfer
pengetahuan, dan riset terapan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan pertanian IKN membutuhkan integrasi
antar-aktor melalui forum tetap untuk menyelaraskan kebutuhan produksi, akses input, keberlanjutan ekonomi petani, dan
perlindungan lahan. Dengan kolaborasi berkelanjutan, pertanian IKN berpotensi menjadi model ketahanan pangan jangka
panjang di Indonesia Timur.

Kata Kunci: Pembangunan Pertanian IKN, Ketahanan Pangan, Kolaborasi Multi-Aktor, Perlindungan Lahan,
Kalimantan Timur
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1. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang
tidak hanya berdampak pada aspek administratif pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan besar terhadap
struktur sosial, ekonomi, tata ruang, dan ekologi wilayah. Perpindahan pusat pemerintahan ke kawasan baru
diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kebutuhan infrastruktur, serta
permintaan pangan dalam skala besar. Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan menjadi isu yang sangat
penting karena keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur fisik, tetapi
juga kemampuan wilayah dalam menjamin ketersediaan, akses, stabilitas, dan keberlanjutan pangan bagi
masyarakatnya (FAO et al., 2023).

Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN masih menghadapi tantangan serius dalam sektor pangan. Data
Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur baru mampu memenuhi sekitar 30%
kebutuhan pangannya secara mandiri, sementara sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Persoalan ini mencerminkan tantangan strategis karena peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan
IKN diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan. Ketergantungan pasokan dari luar
daerah berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap gangguan distribusi, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan
pasokan pangan di masa depan.

Di sisi lain, pembangunan kawasan IKN juga memunculkan tekanan baru terhadap sektor pertanian di
wilayah penyangga. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, infrastruktur, dan aktivitas
ekonomi baru semakin meningkat seiring percepatan pembangunan kota. Namun, persoalan ketahanan pangan
di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan pertanian. Hasil observasi awal menunjukkan
bahwa petani di wilayah penyangga juga menghadapi berbagai persoalan lain seperti kelangkaan pupuk
bersubsidi, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, lemahnya kelembagaan petani, fluktuasi harga hasil panen,
keterbatasan infrastruktur jalan usaha tani, hingga belum adanya kepastian pasar bagi hasil produksi lokal.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di kawasan IKN bersifat
multidimensional dan melibatkan banyak aktor lintas sektor.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pembangunan IKN dari berbagai perspektif, seperti
perubahan tata guna lahan, konflik agraria, pembangunan berkelanjutan, serta implikasi pembangunan IKN
terhadap sektor pertanian. Penelitian Collaborative Governance oleh Ansell and Gash (2008) menekankan
pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian persoalan publik yang melibatkan banyak pemangku
kepentingan. Sementara itu, studi Food and Agriculture Organization menegaskan bahwa ketahanan pangan
tidak hanya ditentukan oleh produksi pangan, tetapi juga akses, stabilitas distribusi, dan keberlanjutan sistem
pangan(Food & Organization, 2021). Penelitian lain terkait IKN lebih banyak berfokus pada isu alih fungsi
lahan, proyeksi kebutuhan pangan, dan pembangunan kawasan secara makro. Namun demikian, kajian
mengenai strategi pembangunan pertanian berbasis kolaborasi multi-stakeholder yang mengintegrasikan
perspektif ketahanan pangan, tata kelola kolaboratif, dan keberlanjutan pertanian di wilayah penyangga IKN
masih relatif terbatas

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum banyaknya penelitian yang secara
spesifik membahas bagaimana pembangunan pertanian di kawasan IKN dapat dikelola melalui pendekatan
multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, Otorita IKN, kelompok tani, perguruan tinggi, dan
masyarakat lokal dalam kerangka ketahanan pangan berkelanjutan. Padahal, pembangunan pertanian di
kawasan penyangga IKN memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar mampu menjawab tantangan
produksi pangan, perlindungan lahan, distribusi input pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan stabilitas
pasar secara bersamaan.
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan pertanian di kawasan
IKN dan wilayah penyangganya melalui perspektif multi-stakeholder. Penelitian ini menawarkan novelty
berupa model kolaborasi pembangunan pertanian yang mengintegrasikan pendekatan Collaborative
Governance, konsep ketahanan pangan Food and Agriculture Organization, dan pembangunan pertanian
berkelanjutan dalam konteks wilayah penyangga IKN. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi penguatan ketahanan pangan dan pembangunan
pertanian berkelanjutan di kawasan IKN maupun wilayah berkembang lainnya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus partisipatif untuk
memahami dinamika pembangunan pertanian di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah penyangganya.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam pengalaman,
pandangan, serta interaksi antar-aktor yang terlibat dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di
kawasan IKN. Sementara itu, desain partisipatif digunakan karena isu pertanian di wilayah penyangga IKN
melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda-
beda sehingga membutuhkan ruang dialog bersama untuk memahami persoalan secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Desa Muara Ulu Jawa, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu wilayah penyangga IKN dengan aktivitas pertanian pangan dan
hortikultura yang cukup aktif. Wilayah ini dipilih karena mengalami tekanan pembangunan akibat ekspansi
kawasan IKN sekaligus memiliki posisi strategis sebagai daerah penopang kebutuhan pangan kawasan inti
pemerintahan baru.

Data primer diperoleh melalui forum dialog multi-stakeholder yang dilaksanakan pada tanggal 25
Oktober 2025. Forum ini melibatkan berbagai aktor yang berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian
di kawasan IKN, meliputi unsur pemerintah daerah, Otorita IKN, kelompok tani, GAPOKTAN, akademisi,
mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, partisipan dalam forum berjumlah 18 orang yang terdiri
atas 8 petani dan anggota kelompok tani, 2 perwakilan GAPOKTAN, 2 perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten
Kutai Kartanegara, 1 perwakilan Otorita IKN, 2 akademisi, serta 3 mahasiswa pendamping lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

observasi lapangan terhadap kondisi pertanian dan infrastruktur wilayah penyangga IKN;

forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) multi-stakeholder;

wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci; dan

dokumentasi berupa notulensi, foto kegiatan, dan dokumen kebijakan terkait pembangunan pertanian
dan ketahanan pangan.

L=

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi
pemerintah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana
Induk IKN, publikasi Kementerian Pertanian RI, serta berbagai artikel ilmiah dan laporan internasional terkait
ketahanan pangan, collaborative governance, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan tiga kerangka utama. Pertama, teori Collaborative
Governance yang dikembangkan oleh Ansell and Gash (2008) untuk menganalisis pola koordinasi dan
kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian IKN. Kedua, konsep ketahanan pangan
Food and Agriculture Organization yang menekankan empat dimensi utama, yaitu availability, access, stability,
dan utilization (FAO, 2021). Ketiga, konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang digunakan untuk
memahami keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam sistem pertanian kawasan penyangga IKN.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).
Pada tahap reduksi data, peneliti mengelompokkan berbagai temuan berdasarkan tema-tema utama seperti
masalah lahan, distribusi pupuk, infrastruktur pertanian, kelembagaan petani, serta pemasaran hasil pertanian.
Tahap selanjutnya adalah penyajian data melalui narasi deskriptif dan pemetaan hubungan antar-aktor. Setelah
itu, dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap teori
collaborative governance, ketahanan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi
metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, forum diskusi, serta data sekunder dari berbagai
dokumen resmi dan literatur akademik. Pendekatan ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat
kredibilitas dan konsistensi yang lebih kuat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kawasan Penyangga IKN

Hasil forum dialog multi-stakeholder menunjukkan bahwa pembangunan kawasan IKN telah
meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif di wilayah penyangga, khususnya di
Desa Muara Ulu Jawa Kecamatan Samboja. Para petani menyampaikan bahwa sebagian lahan sawah dan
hortikultura mulai mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman, jalan, dan infrastruktur pendukung
pembangunan kota baru. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya nilai ekonomi lahan akibat ekspansi
pembangunan IKN.

Selain itu, sebagian besar petani di wilayah penelitian tidak memiliki kepastian kepemilikan lahan karena
masih menggunakan sistem sewa atau pengelolaan lahan kavling. Temuan lapangan mengkonfirmasi bahwa
petani berada pada posisi rentan terhadap perubahan tata ruang dan spekulasi harga tanah. Ketidakpastian
kepemilikan lahan juga berdampak pada rendahnya keberanian petani untuk melakukan investasi jangka
panjang seperti pengembangan irigasi, diversifikasi tanaman, maupun modernisasi pertanian.

Beberapa peserta forum juga menilai bahwa pembangunan IKN belum sepenuhnya mengintegrasikan
perlindungan lahan pertanian ke dalam perencanaan kawasan. Petani khawatir bahwa jika konversi lahan terus
berlangsung, maka kapasitas produksi pangan lokal akan semakin menurun dan meningkatkan ketergantungan
IKN terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pertanian di kawasan penyangga IKN tidak hanya
berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ruang produksi
pertanian itu sendiri. Dalam perspektif ketahanan pangan Food and Agriculture Organization, keberadaan lahan
produktif merupakan bagian penting dari dimensi availability atau ketersediaan pangan. Penurunan luas lahan
pertanian secara langsung akan mempengaruhi kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan
tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ketika produksi lokal menurun akibat alih fungsilahan, maka
risiko kerentanan pangan akan semakin besar, terutama di tengah peningkatan jumlah penduduk akibat
pembangunan IKN. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan kota baru dan pembangunan sistem pangan
seharusnya dipandang sebagai agenda yang saling berkaitan, bukan berjalan secara terpisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Land Use Change yang menjelaskan bahwa urbanisasi dan
pembangunan kawasan metropolitan baru seringkali menjadi faktor utama penyusutan lahan pertanian di
wilayah peri-urban (Seto et al., 2012; Zasada, 2021). Penelitian sebelumnya terkait pembangunan IKN juga
menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan berpotensi menimbulkan konflik antara kebutuhan
pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan sistem pangan lokal.

Dalam perspektif Collaborative Governance, persoalan alih fungsi lahan tidak dapat diselesaikan melalui
kebijakan sektoral semata. Perlindungan lahan pertanian memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah,
Otorita IKN, DPRD, kelompok tani, dan masyarakat lokal dalam menentukan zonasi pertanian berkelanjutan.
Keterlibatan berbagai aktor tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tetap memberikan
ruang bagi keberlanjutan produksi pangan lokal.

Berdasarkan hasil diskusi multi-stakeholder, salah satu strategi yang diusulkan adalah penetapan LP2B
(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di wilayah penyangga IKN. Selain itu, pemanfaatan lahan eks-
tambang sebagai lahan pertanian baru juga dipandang sebagai alternatif untuk menjaga kapasitas produksi
pangan di tengah keterbatasan lahan produktif. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian
di kawasan IKN memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga
perlindungan ruang hidup petani dan keberlanjutan ekologis wilayah.

3.2. Ketersediaan Input dan Modernisasi Pertanian

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan pupuk masih menjadi keluhan utama
petani di wilayah penyangga IKN. Petani menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sering mengalami
keterlambatan dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan produksi. Selain itu, terjadi kenaikan
harga pupuk dari sekitar Rp115.000 menjadi Rp130.000 per sak yang semakin meningkatkan biaya produksi
pertanian.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan secara
optimal, terutama pada musim tanam yang membutuhkan input tinggi. Beberapa petani bahkan mengurangi
luas tanam karena keterbatasan modal untuk membeli pupuk non-subsidi. Selain persoalan pupuk, petani juga
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mengeluhkan keterbatasan alat dan mesin pertanian. Sebagian besar proses produksi masih dilakukan secara
manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih besar.

Dalam forum diskusi, petani berharap adanya perbaikan distribusi pupuk, bantuan alat pertanian modern,
serta dukungan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Akademisi dan mahasiswa juga
menyoroti pentingnya transfer teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan petani lokal, seperti sistem
irigasi hemat air, alat tanam semi-mekanis, dan teknologi pemantauan kondisi tanah.

Persoalan pupuk dan keterbatasan teknologi menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pertanian di
kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan lahan, tetapi juga menyangkut akses terhadap input produksi dan
modernisasi sistem pertanian. Dalam perspektif ketahanan pangan FAO, akses terhadap pupuk, benih,
teknologi, dan sarana produksi merupakan bagian penting dari dimensi access. Ketika petani tidak memperoleh
akses input secara memadai, maka kapasitas produksi pangan lokal akan mengalami penurunan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa distribusi pupuk di wilayah penyangga IKN masih
menghadapi persoalan koordinasi antar lembaga. Distribusi pupuk melibatkan pemerintah daerah, distributor,
kelompok tani, hingga pemerintah pusat sehingga seringkali menimbulkan keterlambatan dan ketidaksesuaian
kuota. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem distribusi input pertanian masih berjalan secara sektoral dan
belum terintegrasi secara efektif.

Dalam perspektif Collaborative Governance, persoalan distribusi pupuk membutuhkan mekanisme
koordinasi lintas aktor agar kebutuhan petani dapat dipetakan secara lebih akurat. Penguatan kelembagaan
GAPOKTAN menjadi penting karena kelompok tani dapat berfungsi sebagai simpul distribusi lokal sekaligus
penghubung antara petani dan pemerintah (White, 2012). Kelembagaan yang kuat juga dapat membantu
meningkatkan transparansi distribusi dan mengurangi ketimpangan akses terhadap pupuk bersubsidi.

Selain persoalan input, keterbatasan modernisasi pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di
wilayah penyangga IKN masih menghadapi kesenjangan teknologi. Penggunaan alat manual menyebabkan
proses produksi kurang efisien dan meningkatkan ketergantungan terhadap tenaga kerja pertanian yang
jumlahnya semakin terbatas. Padahal, pembangunan IKN akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam jumlah
besar sehingga diperlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Agricultural Innovation Systems yang menekankan bahwa
inovasi pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada interaksi antara pemerintah, petani,
akademisi, dan lembaga pendukung lainnya. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis
sebagai knowledge broker yang menjembatani kebutuhan petani dengan pengembangan teknologi tepat guna.

Melalui forum dialog, beberapa strategi yang diusulkan meliputi perbaikan distribusi pupuk berbasis data
kelompok tani, penguatan fungsi GAPOKTAN, bantuan alat pertanian modern, serta pengembangan program
pendampingan teknologi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa
modernisasi pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek
teknologi, kelembagaan, dan pemberdayaan petani secara bersamaan.

3.3. Infrastruktur Pertanian dan Distribusi Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pertanian di wilayah penyangga IKN masih belum
memadai untuk mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Petani menyampaikan bahwa
beberapa akses jalan menuju lahan pertanian mulai terganggu akibat pembangunan kawasan perumahan dan
proyek infrastruktur baru di sekitar wilayah IKN. Beberapa jalan tani bahkan mengalami penyempitan dan
kerusakan sehingga menyulitkan mobilitas alat pertanian maupun distribusi hasil panen.

Selain persoalan jalan usaha tani, petani juga mengeluhkan keterbatasan saluran irigasi, gudang
penyimpanan, dan fasilitas pascapanen. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi
dan meningkatkan risiko kerusakan hasil pertanian, terutama untuk komoditas hortikultura yang membutuhkan
penanganan cepat. Dalam forum dialog, petani berharap pemerintah daerah dan Otorita IKN dapat
memperhatikan pembangunan infrastruktur pertanian secara lebih serius agar sektor pertanian tidak
terpinggirkan oleh percepatan pembangunan kawasan perkotaan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan IKN belum sepenuhnya
terintegrasi dengan kebutuhan sektor pertanian di wilayah penyangga. Padahal, infrastruktur pertanian
merupakan faktor penting dalam menjaga efisiensi produksi dan distribusi pangan. Dalam perspektif ketahanan
pangan FAO, keberadaan jalan usaha tani, irigasi, dan fasilitas distribusi berkaitan erat dengan dimensi access
dan stability karena menentukan kelancaran arus input maupun hasil produksi pangan.

Keterbatasan infrastruktur pertanian dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi
yang pada akhirnya menurunkan daya saing hasil pertanian lokal. Situasi ini menjadi tantangan serius karena
pembangunan IKN diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam jumlah besar. Jika distribusi
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pangan lokal tidak didukung infrastruktur yang memadai, maka ketergantungan terhadap pasokan pangan dari
luar daerah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya fragmentasi kebijakan antara pembangunan kawasan
perkotaan dengan pembangunan pertanian. Pembangunan jalan, kawasan perumahan, dan infrastruktur kota
seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan akses petani terhadap lahan produksi. Kondisi tersebut
menunjukkan perlunya integrasi perencanaan tata ruang antara sektor pertanian dan pembangunan kawasan
IKN.

Dalam perspektif Collaborative Governance, pembangunan infrastruktur pertanian memerlukan
koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dinas teknis, pemerintah desa, dan kelompok
tani. Infrastruktur pertanian tidak dapat dipandang sekadar sebagai proyek fisik, tetapi sebagai bagian dari
sistem pangan yang mendukung keberlanjutan produksi lokal. Oleh karena itu, proses perencanaan
infrastruktur perlu melibatkan petani dan masyarakat lokal agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan
kebutuhan lapangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi pembangunan pertanian berkelanjutan yang
menekankan pentingnya infrastruktur dasar sebagai penopang sistem pangan lokal (World Bank, 2020). Jalan
usaha tani, irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pascapanen berfungsi menjaga efisiensi distribusi,
mengurangi kehilangan hasil panen, dan meningkatkan stabilitas pasokan pangan.

Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan meliputi pembangunan jalan usaha
tani khusus, pengembangan irigasi berbasis konservasi air, penyediaan gudang penyimpanan hasil pertanian,
serta pembangunan fasilitas pascapanen di wilayah penyangga IKN. Strategi tersebut menunjukkan bahwa
penguatan infrastruktur pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan IKN
agar sektor pertanian tetap mampu menopang ketahanan pangan jangka panjang.

3.4. Kelembagaan Petani dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa kelembagaan petani di wilayah penyangga IKN masih
menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kapasitas organisasi maupun keberlanjutan regenerasi petani.
Beberapa kelompok tani dan GAPOKTAN telah terbentuk, namun belum seluruhnya berfungsi optimal dalam
pengelolaan produksi, distribusi informasi, maupun akses terhadap bantuan pemerintah. Sebagian besar
kelompok tani masih bergantung pada pendampingan dari pemerintah daerah dan belum memiliki kemampuan
manajerial yang kuat.

Selain itu, petani juga menyampaikan kekhawatiran terhadap menurunnya minat generasi muda untuk
bekerja di sektor pertanian. Pembangunan IKN membuka peluang kerja baru di sektor konstruksi, jasa, dan
perdagangan yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan
sektor pertanian mulai mengalami keterbatasan tenaga kerja produktif, terutama untuk pekerjaan yang
membutuhkan intensitas kerja tinggi.

Dalam forum diskusi, akademisi dan pemerintah daerah menilai bahwa penguatan kapasitas kelembagaan
petani menjadi kebutuhan mendesak agar petani mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi
akibat pembangunan IKN. Beberapa peserta forum juga menekankan pentingnya program pendidikan,
pelatihan, dan pendampingan teknologi bagi petani muda untuk mendorong regenerasi sektor pertanian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pertanian di kawasan penyangga
IKN tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kapasitas sosial
kelembagaan petani. Dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, kelembagaan petani memiliki
peran penting sebagai sarana penguatan kapasitas kolektif, distribusi informasi, dan pengembangan jejaring
produksi maupun pemasaran.

Kelemahan kelembagaan petani dapat menyebabkan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan pembangunan. Ketika pembangunan IKN berlangsung secara cepat, petani membutuhkan
organisasi yang mampu memperkuat posisi tawar mereka terhadap pasar, pemerintah, maupun perubahan tata
ruang wilayah. Oleh karena itu, kelompok tani dan GAPOKTAN tidak hanya berfungsi sebagai penerima
bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai ruang pengorganisasian sosial masyarakat pertanian.

Dalam perspektif Collaborative Governance, keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi
oleh kemampuan aktor lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan petani dalam
forum dialog dan perencanaan pembangunan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat
top-down. Collaborative governance menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses tata kelola,
bukan sekadar objek kebijakan pembangunan.

Persoalan regenerasi petani juga menjadi isu penting dalam konteks pembangunan IKN. Urbanisasi dan
ekspansi ekonomi kawasan perkotaan berpotensi menarik tenaga kerja muda keluar dari sektor pertanian. Jika
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kondisi tersebut terus berlangsung, maka keberlanjutan produksi pangan lokal akan menghadapi ancaman
jangka panjang akibat berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Rural Sociology yang menjelaskan bahwa transformasi wilayah
perkotaan seringkali menyebabkan perubahan orientasi pekerjaan generasi muda pedesaan. Pertanian dianggap
kurang menarik karena memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil dan membutuhkan kerja fisik yang tinggi.
Oleh sebab itu, pembangunan pertanian di kawasan IKN perlu disertai upaya peningkatan nilai ekonomi
pertanian dan modernisasi sistem produksi agar sektor pertanian tetap memiliki daya tarik bagi generasi muda
serta membuka ruang regenerasi petani muda, pembelajaran lintas generasi, serta lahirnya inovasi teknologi
berbasis konteks lokal (White, 2012).

Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan antara lain penguatan kapasitas
kelompok tani, pelatihan kewirausahaan pertanian, pengembangan pertanian berbasis teknologi, serta
peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat tani. Selain itu, program
regenerasi petani muda dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di wilayah penyangga
IKN. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memerlukan penguatan aspek sosial
kelembagaan secara bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian.

3.5. Stabilitas Harga dan Kepastian Pasar Hasil Pertanian

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa persoalan pemasaran hasil pertanian masih menjadi tantangan
utama bagi petani di wilayah penyangga IKN. Petani menyampaikan bahwa harga hasil panen sering
mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran. Ketika produksi
meningkat pada musim panen, harga jual cenderung turun secara signifikan sehingga tidak sebanding dengan
biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

Selain fluktuasi harga, petani juga menghadapi keterbatasan akses pasar yang stabil. Sebagian besar hasil
produksi masih dipasarkan melalui tengkulak atau pedagang perantara sehingga posisi tawar petani relatif
rendah. Dalam beberapa kasus, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah karena keterbatasan
fasilitas penyimpanan dan risiko kerusakan produk pertanian yang tidak tahan lama.

Pembangunan IKN sebenarnya dipandang sebagai peluang pasar baru bagi sektor pertanian lokal. Namun,
petani menilai bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai integrasi hasil pertanian
lokal ke dalam rantai pasok pangan IKN. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kebutuhan
pangan kawasan IKN justru akan lebih banyak dipenuhi dari luar daerah dibandingkan dari wilayah penyangga
lokal.

Dalam forum diskusi, beberapa peserta mengusulkan perlunya kebijakan afirmatif yang memberikan
ruang bagi produk pertanian lokal untuk masuk ke pasar IKN. Selain itu, penguatan koperasi tani,
pengembangan pasar lokal, dan kemitraan dengan pelaku usaha pangan dipandang penting untuk meningkatkan
kepastian pasar bagi petani.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan di kawasan IKN tidak hanya
berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas pasar dan keberlanjutan ekonomi petani.
Dalam perspektif ketahanan pangan FAO, stabilitas harga dan kepastian distribusi merupakan bagian penting
dari dimensi stability. Ketika harga hasil pertanian tidak stabil, maka keberlanjutan produksi pangan lokal juga
akan terganggu karena petani kehilangan insentif ekonomi untuk mempertahankan usaha pertaniannya.

Fluktuasi harga yang terjadi di wilayah penyangga IKN menunjukkan bahwa sistem pemasaran hasil
pertanian masih belum terintegrasi secara kuat. Ketergantungan terhadap tengkulak menyebabkan petani
memiliki posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga jual hasil panen. Selain itu, keterbatasan fasilitas
penyimpanan dan distribusi membuat petani sulit mempertahankan kualitas produk dalam waktu yang lebih
lama.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan IKN seharusnya tidak hanya berorientasi pada
peningkatan permintaan pangan, tetapi juga membangun sistem rantai pasok pangan lokal yang inklusif. Jika
kebutuhan pangan IKN lebih banyak dipenuhi dari luar daerah, maka wilayah penyangga akan kehilangan
peluang ekonomi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dalam perspektif Collaborative Governance, penguatan pasar pertanian memerlukan kolaborasi antara
pemerintah daerah, Otorita IKN, koperasi petani, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki
peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi petani dari ketidakstabilan harga, sementara
sektor swasta dapat berkontribusi melalui pengembangan kemitraan distribusi pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Food Supply Chain Management yang menjelaskan bahwa
keberhasilan sistem pangan perkotaan sangat dipengaruhi oleh integrasi rantai pasok lokal (Hobbs, 2020). Kota
baru yang berkembang pesat membutuhkan sistem distribusi pangan yang efisien, stabil, dan mampu
melibatkan produsen lokal agar manfaat ekonomi pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
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Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan meliputi penguatan koperasi tani,
pengembangan pasar pangan lokal, pembangunan fasilitas penyimpanan hasil panen, serta penyusunan
kebijakan afirmatif bagi produk pertanian lokal untuk masuk ke rantai pasok pangan IKN. Selain itu,
digitalisasi pemasaran pertanian melalui platform daring juga dipandang sebagai peluang untuk memperluas
akses pasar petani. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan kawasan IKN
memerlukan integrasi antara aspek produksi, distribusi, dan keberlanjutan ekonomi petani lokal.

3.6 Model Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pembangunan Pertanian IKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan penyangga IKN melibatkan
berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah daerah berperan dalam
penyusunan program pertanian dan penyediaan bantuan teknis, Otorita IKN berperan dalam kebijakan
pembangunan kawasan, kelompok tani berfungsi sebagai pelaku produksi pangan, sementara perguruan tinggi
dan mahasiswa berkontribusi dalam pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Forum dialog yang dilaksanakan dalam penelitian ini menjadi ruang komunikasi antar-aktor untuk
membahas berbagai persoalan pertanian di wilayah penyangga IKN. Melalui forum tersebut, para peserta dapat
menyampaikan masalah, kebutuhan, dan usulan solusi secara langsung. Beberapa peserta forum menilai bahwa
selama ini koordinasi antar lembaga masih berjalan parsial sehingga program pertanian belum terintegrasi
secara optimal.

Selain itu, petani juga menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan
pembangunan masih terbatas. Sebagian kebijakan pertanian dianggap masih bersifat top-down dan belum
sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, forum kolaboratif
dipandang penting sebagai media komunikasi dan pengambilan keputusan bersama dalam pembangunan
pertanian kawasan IKN.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN merupakan
persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Berbagai persoalan seperti alih fungsi
lahan, distribusi pupuk, infrastruktur, regenerasi petani, dan stabilitas pasar saling berkaitan dan membutuhkan
koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan Collaborative Governance
dalam tata kelola pembangunan pertanian kawasan IKN.

Menurut Ansell and Gash (2008), collaborative governance menekankan proses pengambilan keputusan
bersama yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah secara kolektif dalam penyelesaian masalah
publik. Dalam konteks penelitian ini, forum multi-stakeholder menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan
terjadinya pertukaran informasi, pembangunan kepercayaan, dan penyusunan solusi bersama antar aktor yang
terlibat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Peserta forum
menilai bahwa pembangunan IKN jangan sampai “mengorbankan ruang hidup petani lokal” sehingga ketika
komunikasi antar lembaga berjalan lemah, maka berbagai program pembangunan cenderung berjalan parsial
dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kolaborasi yang kuat dapat membantu menyatukan sumber daya,
memperkuat koordinasi program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi Participatory Development yang menekankan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal
berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, konflik kepentingan, dan rendahnya efektivitas program
pembangunan. Oleh sebab itu, pendekatan partisipatif menjadi penting agar pembangunan IKN tidak hanya
berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat
lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, model kolaborasi pembangunan pertanian di kawasan IKN dapat dilakukan
melalui beberapa langkah, yaitu:
penguatan forum komunikasi multi-stakeholder secara berkala;
integrasi kebijakan pertanian antara pemerintah daerah dan Otorita IKN;
penguatan kelembagaan petani dan koperasi lokal;
peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan dan inovasi teknologi;
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; serta
pengembangan sistem rantai pasok pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan kawasan IKN.

S AE L=

Model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan
kolaboratif yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan
secara bersamaan(Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).
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4. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur membawa implikasi besar terhadap
keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah penyangga. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tantangan ketahanan pangan di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan
pertanian, tetapi juga mencakup persoalan distribusi pupuk, keterbatasan infrastruktur pertanian, lemahnya
kelembagaan petani, regenerasi sumber daya manusia pertanian, hingga ketidakstabilan pasar hasil pertanian.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan pangan di kawasan IKN bersifat multidimensional dan
berkaitan dengan aspek availability, access, dan stability dalam sistem ketahanan pangan.

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan
multi-stakeholder melalui penguatan collaborative governance antara pemerintah daerah, Otorita IKN,
kelompok tani, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk memperkuat
perlindungan lahan pertanian, meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, memperbaiki infrastruktur
pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta membangun rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan perkotaan,
tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan sistem pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai
bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
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